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Sekarang Persyaratan Membuat SIM A
Harus Punya Sertifikat Sekolah Mengemudi

JAKARTA (IM) - Scka-
rang ini persyaratan untuk
membuat SIM A harus meny-
ertakan Sertifikat dari Sekolah
Mengemudi. Hal ini diatur
dalam Peraturan Kepolisian
(Perpol) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penerbitan dan Pen-
andaan SIM yang diterbitkan
pada Februari 2021.

Sebelumnya syarat pem-
buatan SIM untuk mobil,
pemohon harus berusia 17
tahun dan hanya membawa
KTP asli dan fotokopi saja
Kini dalam persyaratan ad-
ministrasi yang tertuang dalam
Pasal 9, pemohon SIM A baru
harus menyertakan sertifikat
yang dikeluarkan oleh sekolah
mengemudi.

Berikut persyaratan ad-
ministrasi pembuatan SIM A
perorangan atau umum yang
tertuang dalam pasal 9 ayat 1
huruf a:

1. Pemohon mengisi dan
menyerakan formulir pendaf-
taran SIM secara manual
atau menunjukan tanda bukt
pendaftaran secara elektronik

Baca juga: Masa Berlaku
SIM Habis Saat PPKM
Darurat Bisa Diperpanjang
21-27 Juli 2021..

2. Pemohon melampir-
kan fotokopi dan memper-
lihatkan identitas diri kartu
tanda penduduk elektronik
bagi warga negara Indonesia
atau dokumen keimigrasian
bagi warga negara asing.

3. Pemohon melampir-
kan fotokopi sertifikat pen-
didikan dan pelatihan menge-
mudi asli yang dikeluarkan
oleh sekolah mengemudi
yang terakreditasi, paling lama
6 bulan sejak diterbitkan.

4. Melampirkan foto-
kopi surat izin kerja asli dari
kementerian yang mem-
bidangi keternagakerjaan
bagi warga negara asin yang
bekerja di Indonesia.

5. Melaksanakan per-
ekaman biometeri beruoa
sidik jari dan/atau penge-
nala wajah maupun retina.

6. Menyerahkan bukti
pembayaran penerimaan
negara bukan pajak. @ lus

Polres Jakhar Limpahkan Kasus Narkoba
Eks Karutan Depok ke Kejaksaan

DEPOK (IM) - Penyidik
Polres Metro Jakarta Barat telah
melimpahkan tahap satu berkas
berita acara pemeriksaan (BAP)
kasus narkoba dengan tersangka
A, eks Kepala Rumah Tahanan
(Karutan) Kelas I Depok, Jawa
Barat, ke Kejaksaan Negeri (Kejari)
Jakarta Barat.

“Sudah tahap satu, tinggal
jaksa melihat berkas ini lengkap
atau belum,” kata Kapolres Metro
Jakarta Barat Kombes Ady Wi-
bowo, Rabu (21/7).

Ady berujar bahwa penyidik
telah memeriksa A dan beberapa
saksi sehingga dianggap sudah
cukup untuk diserahkan tahap per-
tama ke kejaksaan. Ja memastikan
penyidik siap melengkapi keteran-
gan saksi dan alat bukdi jika kejak-
saan menilai berkas perkara belum
lengkap. Sembari proses hukum
berlangsung, polisi disebut juga
berkoordinasi dengan Direktorat
Jendral Pemasyarakatan Kemen-
terian Hukum dan HAM terkait
proses sidang internal kepegawaian
yang dijalani A.

“Ini pidana umum dan antara
lembaga pasti kita koordinasi,”

ucap Ady.

Satuan Reserse Narkoba
Polres Metro Jakarta Barat
menangkap A di rumah kon-
trakan kawasan Slipi pada Jumat
(25/06) dini hari. A ditangkap
bersama sejumlah barang bukd,
mulai dari sepaket sabu-sabu
seberat 0,52 gram, sebuah alat
hisap sabu berupa cangklong,
empat butir obat aprazolam,
dan satu unit telepon seluler.

Hasil cek urin yang dilaku-
kan terhadap A menunjukkan
dirinya positif mengonsumsi
natkotika jenis amphetamine,
methamphetamine, dan benzo.
Polisi juga menangkap M yang
diduga memasok narkoba ke-
pada A.

Keduanya saling kenal saat
M menghuni lembaga pema-
syarakatan pada 2009 silam. A
disangkakan Pasal 112 ayat (1)
sub Pasal 127 ayat (1) huruf (a)
UU RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Pasal 62
UU RI Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika dengan
ancaman pidana penjara maksi-
mal 12 tahun. @ lus
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TES NARKOBA BAGI HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN DUMAI

Sejumlah hakim antre mengikuti tes narkoba di
Kantor BNN Dumai, Riau, Rabu (21/7). Pengadilan
Negeri(PN) Kelas |A Dumai menggelar kegiatan
tes narkoba bagi hakim dan jajaran pegawainya,
kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun dan
menjadi program Mahkamah Agung RI dalam
upayatindakan Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

(P4GN).

Kahareskrim Kembali Imbau Korban Pemerasan
Kartel Kremasi Jenazah Covid-19 Lapor Polisi

JAKARTA (IM) - Kaba-
reskrim Polri Komjen Agus
Andrianto mengungkapkan se-
dang menyelidiki adanya lapo-
ran soal dugaan praktik kartel
kremasi untuk jenazah pasien
Covid-19. Agus mengimbau,
masyarakat yang menjadi ko-
rban kartel kremasi melapor
ke polisi.

“Sedang dilidik ya. Kalau
ada korbannya ikut membantu,
monggo silakan,” kata Agus
saat dikonfirmasi, Jakarta,
Rabu (21/7).

Agus mengatakan, pihaknya
akan mendalami segala bentuk
pelanggaran hukum yang me-
manfaatkan situasi pandemi
Covid-19 di Indonesia saat ini.

“Silakan (korban melapor).
Mari bergandengan tangan
untuk membantu meringankan
beban masyarakat oleh kelakuan
para pengkhianat mencati keun-
tungan di tengah pandemi yang
terjadi,” ucap Agus.

Sebelumnya diketahui,
muncul sebuah pesan sing-
kat berisi pengakuan seorang
warga yang dipatok harga
tinggi untuk melakukan proses
kremasi terhadap keluarganya
yang meninggal karena terpa-
par Covid-19.

Pengacara kondang, Ho-
tman Paris turut bersuara

terkait perkara ini. Menu-
rutnya, korban ada yang
dipatok harga hingga Rp80
juta. Padahal, harga jasa
tersebut dulu hanya berkisar
Rp7 juta.

“Ada warga ngadu ke
saya, untuk biaya peti jen-
azah Rp25 juta, transport
Rp7,5 juta, kremasi Rp45
juta, lain-lain Rp2,5 juta.
Maka keluarga si korban
harus membayar Rp80 juta
untuk kremasi,” kata Hot-
man dalam sebuah ungga-
han video di akun instagram
pribadinya @hotmatpari-
sofficial pada Selasa 20 Juli
2021.

Dia pun meminta kepa-
da Kapolri Jenderal Listyo
Sigit agar segera menurunk-
an jajarannya untuk menin-
daklanjuti perkara tersebut.
Menurutnya, pelaku dapat
dijerat sesuai dengan Un-
dang-Undang Perlindungan
Konsumen.

Sementara, kepada
Pemerintah Daerah (Pem-
da) meminta agar dapat
diberi sanksi tegas berupa
pencabutan izin usaha ke-
pada rumah duka atau kre-
matorium yang mematok
harga tinggi di tengah pan-
demi. @ lus
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UNGKAP KASUS PENYEBAR HOAKS UNJUK RASA

Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto (tengah) beserta jajarannya menunjukkan barang bukti saat ungkap kasus penyebar
berita bohong (hoaks) di Polres Brebes, Rabu (21/7) Satreskrim Polres Brebes mengamankan dua tersangka hoaks mengenai
unjuk rasa penolakan perpanjangan PPKM dengan menyebarkan video dan ajakan unjuk rasa melalui media sosial.
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Kapolri: Polda Bantu Percepatan Penyaluran
Paket Bansos ke Warga Selama PPKM Darurat

Kapolri telah menginstruksikan seluruh
jajaran kepolisian di seluruh Indonesia
untuk terus mempercepat distribusi bansos
PPKM darurat kepada masyarakat.

JAKARTA (IM) - Ka-
polri Jenderal Pol Listyo Si-
git Prabowo mengungkapkan
bahwa jajaran Polda telah
membantu percepatan penyal-
uran bantuan sosial sebanyak
475.420 paket selama pember-
lakukan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) darurat,
3-19 Juli 2021.

Polri juga membantu telah
menyalurkan 2.471.217 ki-
logram beras kepada warga
terdampak pandemi Covid-19.

“Sejak periode 3 sampai 19

Juli 2021, Polti telah mendistri-
busikan bantuan sosial kepada
masyarakat yang terdampak
Covid-19 di 34 wilayah polda se-
banyak 475.420 paket sembako
dan 2.471.217 kilogram beras,”
kata Listyo dalam keterangan
tertulis yang diterima wartawan
di Jakarta, Rabu (21/7).
Sementara itu, kata Listyo,
sepanjang 2020, bansos yang
disalurkan Polri sebanyak
394.347 paket sembako, 30.000
ton beras, 790.436 alat ke-
sehatan/alat pelindung diri

(APD), dan mendirikan 13.119
dapur umum.

Kemudian, sampai 2 Juli
2021, bansos yang disalurkan
Polri sebanyak 750.780 pa-
ket sembako, 3.753 ton beras,
763.079 alat kesehatan/APD,
dan mendirikan 143.467 dapur
umum.

“Akselerasi penyaluran
bantuan sosial kami lakukan
di seluruh Indonesia atau 34
provinsi. Baik wilayah yang
menerapkan PPKM daru-
rat maupun PPKM Mikro,”
ujarnya.

Listyo mengatakan telah
menginstruksikan seluruh ja-
jaran kepolisian untuk terus
mempercepat distribusi ban-
sos PPKM darurat kepada
masyarakat. Selain itu, pelak-
sanaan program vaksinasi Co-

Polisi Ungkap Alasan Satpol PP Gowa
Aniaya Pasutri Dijerat Pasal Ringan

GOWA (IM) - Polres
Gowa akhirnya angkat bi-
cara terkait oknum Satpol
PP Gowa bernama Mardani
Hamdan, yang diduga memu-
kul pasangan suami istri (pa-
sutri) saat razia PPKM.

Pelaku sudah dijadikan
tersangka dan namun hanya
dijerat dengan pasal penga-
niayaan ringan, yakni pasal
351 ayat 1 KUHP.Pelaku
dijerat dengan pasal penga-
niayaan ringan karena korban
wanita yang mengaku hamil
tidak mengalami keguguran
akibat pemukulan yang di-
lakukan tersangka.

“Kecuali dia katakan dia
hamil dan mungkin dia kegu-
guran mungkin bisa lari ke
(Pasal 351 KUHP) ayat 2,”
ujar Kasubag Humas Polres
Gowa AKP Mangatas Tam-
bunan saat dimintai konfir-
masi , Rabu (21/7).

Mangatas menegaskan,
penyidik hanya menjerat
Mardani dengan pasal pen-
ganiayaan ringan setelah
melakukan gelar perkara.

“Iya ke situ larinya (pasal
penganiayaan ringan). Kecu-
ali kalau umpamanya (korban

keguguran), itu kan (korban
wanita) bahasanya kan di
media dikatakan hamil,” te-
gasnya.

Mangatas lalu menjelas-
kan soal pernyataan Kapolres
Gowa AKBP Tri Goffarud-
din Pulungan yang sebelum-
nya menyebut pelaku dapat
terkena pasal penganiayaan
berat dengan ancaman 5
tahun penjara.

“Jadi begini, bapak (Ka-
polres) menjelaskan itu kan
secara umum, memang an-
camannya itu kan paling
maksimal kan 5 tahun, tapi
hasil penyelidikan penyidikan
gelar perkara menjadi dia
tetap Pasal 351 pada Ayat 1,”
paparnya.

“Dari hasil keterangan-
keterangan saksi-saksi bukti
semua gelar perkara dijerat
lah Pasal 351 Ayat 1,” im-
buhnya.

Sebelumnya diberitakan,
Pengacara korban pemuku-
lan oknum Satpol PP Gowa,
Ari Dumais menyebut polisi
telah keliru menerapkan pasal
untuk menjerat tersangka
Mardani Hamdan. Mestinya,
Mardani selaku tersangka

pemukulan pasutti saat razia
PPKM dijerat pasal penga-
niayaan berat dengan anca-
man 5 tahun penjara.

“Kemarin kami minta
juga dikasi masuk Pasal 351
Ayat 2 nya-kan, keliru kalau
351 Ayat 1 karena di situ
(ancaman hukuman) 2 tahun
8 bulan, kalau Ayat 2 baru
ancaman 5 tahun,” ujar Ari
Dumais, Rabu (21/7).

Menurut Ari, Pasal 351
ayat 1 lebih kepada untuk tin-
dak pidana ringan (tipiring)
alias hanya pantas diterapkan
apabila korban hanya men-
derita luka ringan. Semen-
tara kliennya sendiri disebut
sempat pingsan hingga harus
dirawat di rumah sakit akibat
penganiayaan itu.

“Yang ayat duanya itu
korban luka berat, kalau yang
Ayat 1 kan ancaman huku-
man cuma 2 tahun, itu kan
tipiring saya bilang. Nah
yang kami mau diterapkan
351 Ayat 2 , kan itu sampai
pingsan, sempat ada per-
awatan, artinya ini sudah
tindak pidana ringan lagi kan,
sudah dirawat 4 hari,” kata
Ari. @ lus
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PEMBAGIAN DAGING KURBAN DI ALUR SUNGAI BARITO
Kasat Polair Polresta Banjarmasin AKP Christugus Lirens (kanan) menyerahkan
daging kurban kepada warga di Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
Rabu (21/7). Satuan Polisi Air (Satpolair) Polresta Banjarmasin membagikan daging
kurban pada H+2 Hari Raya Idul Adha 1442 H dengan cara membagikan langsung
kepada wargayang beraktivitas dialur Sungai Barito untuk menghindari terjadinya
kerumunan warga serta meminimalisir penyebaran Covid-19.

vid-19 juga jadi prioritas Polri
dan TNI demi terwujudnya
kekebalan kelompok (herd
immunity).

“Masyarakat tetap tenang
dan jangan khawatir, apabila
bantuan yang diberikan habis,
segera melapor. Nanti jajaran
TNI dan Polri atau Kement-
erian Sosial akan memberikan
lagi bantuan sosial tersebut,”
ucapnya.

Sigit pun mengajak ma-
syarakat agar tetap disiplin
menerapkan protokol kesehat-
an. Ia mengingatkan pula ma-
syarakat agar ikut serta dalam
program vaksinasi Covid-19.

“Saya mengajak elemen
masyarakat, mulai dari maha-

siswa, aktivis, OKP, ormas, to-
koh agama, ulama, dan tokoh
masyarakat untuk bersama-sa-
ma dan bergandengan tangan
untuk membantu masyarakat
Indonesia dan mewujudkan
target dari Pemerintah Indo-
nesia,” katanya.

Sementara itu, PPKM
darurat yang semula ditetapkan
3-20 Juli 2021 diperpanjang
sampai 25 Juli 2021. Presiden
Joko Widodo mengatakan,
jika jumlah kasus Covid-19,
keterisian ruang perawatan,
dan angka kematian Covid-19
bisa diturunkan, kebijakan itu
berangsur akan dilonggarkan
untuk memberi ruang gerak
ckonomi. @ lus

Polri: Dugaan Awal Kebakaran
Kantor BPOM karena Korsleting

JAKARTA (IM) - Keba-
karan di Gedung I, Kantor
Badan Pengawas Obat dan
makanan (BPOM), Jakarta
Pusat (Jakpus), diduga semen-
tara karena hubungan pendek
arus listrik. Polisi menduga
korsleting terjadi terkait pe-
kerjaan peremajaan instalasi
listrik di lokasi.

“Dugaan awal kebakaran
terjadi akibat adanya hubungan
pendek arus listrik yang mung-
kin terkait dengan peremajaan
instalasi listrik yang sedang
dilakukan di lokasi kejadian,”
ujar Kadiv Humas Polri Ir-
jen Argo Yuwono kepada
wartawan, Rabu (21/7).

Argo menerangkan, ber-
dasarkan penyelidikan awal,
api menyala di lantai satu
gedung. Api muncul di ruang
standardisasi obat dan prekur-
sor dan zat adiktif.

Dihubungi secara terpisah,
Kepala Biro Penerangan Ma-
syarakat (Karo Penmas) Polri
Brigjen Rusdi Hartono menye-
but penyidik masih melaku-
kan penyelidikan mendalam,
termasuk temuan-temuan
saat olah TKP kebakaran di
gedung BPOM dilakukan.
Rusdi mengatakan hingga saat
ini Polri belum menyimpulkan

penyebab pasti kebakaran.

“Belum pada kesimpulan
karena masih proses pemerik-
saan,” ujar Rusdi.

Rusdi menerangkan kasus
kebakaran ini ditangani oleh
Polda Metro Jaya.

“Nanti kalau pemeriksaan
telah selesai, Puslabfor akan
memberikan kejelasan tentang
peristiwa kebakaran tersebut,”
sebutnya.

Seperti diketahui, infor-
masi mengenai kebakaran di
kantor BPOM di Jakarta Pusat
diterima pukul 21.31 WIB,
Minggu (18/7) lalu.

Sebanyak 17 mobil pem-
adam kebakaran kemudian
dikerahkan ke lokasi. Upaya
pemadaman dinyatakan selesai
pada pukul 00.42 WIB.

Kerugian akibat keba-
karan di kantor BPOM, Jakarta
Pusat, ditaksir mencapai Rp
600 juta.

Tak ada korban jiwa akibat
kebakaran ini.

“Taksiran Kerugian: -+
Rp. 600 Juta,” kata Kepala
Suku Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan
(Kasudin Gulkarmat ) Ja-
karta Pusat, Asril Rizal, dalam
keterangan tertulis, Senin
(19/7). @ lus

Polda Jateng: Penutupan Jalan
Selama PPKM Darurat Disalahgunakan

SEMARANG (IM) -
Polda Jateng mendapati ada
penyalahgunaan penutupan ja-
lan selama pelaksanaan PPKM
Darurat. Salah satunya yaitu
malah digunakan warga untuk
aktivitas olah raga.

Kabid Humas Polda
Jateng, Kombes M Igbal
Alqudusy mengatakan ada
masyarakat yang justru asyik
nongkrong bahkan olah raga
di jalan yang disckat schingga
berpotensi kerumunan.

“Tujuan dari penutupan
ruas jalan itu untuk membatasi
dan mengurangi mobilitas
warga. Bukan kemudian diali-
hkan menjadi ruang olah raga
yang berpotensi menimbulkan
kerumunan,” kata Igbal lewat
keterangan tertulisnya, Rabu
(21/7).

Salah satu jalan yang di-
lakukan penutupan dan dis-
alahgunakan ada di ruas jalan
Slamet Riyadi di Kota Solo.
Pada Minggu (18/7) pagi,
ruas Jalan Slamet Riyadi, Solo,
Jateng dilakukan penutupan
selama PPKM darurat malah

digunakan sejumlah warga
untuk berkegiatan layaknya
ketika car free day.

“Upaya untuk menghalau
(kerumunan) juga sudah di-
lakukan pihak Polresta Solo.
Begitu juga dengan daerah
lain,’kata Iqbal

Igbal menambahkan
hingga Senin (19/7/2021),
total kasus COVID-19 di
Jateng mencapai 325.085
orang. Perinciannya, kasus
aktif mencapai 34.143 orang,
kasus sembuh 271.884 orang,
dan kasus kematian mencapai
19.778 orang,

Sementara itu dalam data
penegakan prokes Polda Jateng
menyebut ada 14.945 kegiatan
di tingkat provinsi dan 124.854
di tingkat kabupaten/kota.
Penegakan prokes tersebut
terdiri dari pembubaran keru-
munan, razia masker, dan rapid
tes antigen.

“Ada 2.957 kegiatan pem-
bubaran kerumunan di tingkat
provinsi dan 18.469 pembuba-
ran kerumunan di tingkat ka-
bupaten/kota,” jelasnya. @ lus



